
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG 

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  

BADAN USAHA MILIK DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang 

 

: 

 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan 

dan potensi Desa; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tata 

cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik 

desa diatur dengan peraturan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 

tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan 

daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ 

Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4587); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 

tentang Badan Usaha Milik Desa; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1          

Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 

Seri D Nomor 1); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2          

Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8          

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E); 



3 

Dengan Persetujuan Bersama 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN  

dan 

BUPATI SLEMAN 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA 

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA 

MILIK DESA.  

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 

3. Bupati adalah Bupati Sleman.  

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa.  

6. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk 

desa yang bersangkutan.  

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 

adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.  
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9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha 

desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan 

modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan 

masyarakat.  

10. Pihak Ketiga adalah pemerintah, swasta dan perorangan di luar 

pemerintah desa.  

11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis 

yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang 

berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan 

organisasi serta menyusun aturan-aturan lain. 

12. Anggaran Rumah Tangga yang selajutnya disingkat ART adalah aturan 

tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan 

pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi. 

13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat 

AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati 

bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi 

dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

 

BAB II  

PEMBENTUKAN BUMDes 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 

Pasal 2  

Pemerintah Desa membentuk BUMDes dalam rangka mendorong dan 

menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, serta 

memberikan sumbangan bagi perekonomian desa.  

Pasal 3   

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk: 

a. meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber 

pendapatan desa; 

b. mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat 

desa; 
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c. meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa; 

d. meningkatkan pendapatan desa. 

Bagian Kedua 

Bentuk Usaha 

Pasal 4  

(1) Bentuk usaha BUMDes adalah badan hukum.   

(2) Pembentukan badan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 

Persyaratan  

Pasal 5  

(1) Persyaratan pembentukan BUMDes didasarkan pada: 

a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan 

musyawarah warga desa; 

b. potensi usaha ekonomi masyarakat; 

c. kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan 

pokok;  

d. ketersediaan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara 

optimal, terutama kekayaan desa; 

e. ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan 

usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; 

f. keberadaan unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan 

ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang 

terakomodasi; dan/atau 

g. tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli 

desa.  

(2) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD, dengan dihadiri 

paling sedikit oleh: 

a. Kepala Desa; 

b. anggota BPD; 

c. perwakilan lembaga kemasyarakatan desa; dan 

d. tokoh masyarakat.  


